
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATANNOMOR TAHUN 2011

TENTANG
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang :

b.

c.

Mengingat 1.

2.

3.

4.

»?a,ak Daerah dan Relribus' Daerah, Pajak Mineral BukanLogam dan Batuan merupakan jenis pajak kabupaten/kota;

rasa' 95 ayal <’) Undang-Undang NomortSerah X? ƒ ® an9 Rajak Daerah dan Retribusi Daerah. PajakDaerah d.tetapkan dengan Peraturan Daerah; J

^dasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurufDaSh b maka diPandan9 Pedu menetapkan PeraturanDaerah tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undana

Undang-Undang Darurat Nomor5 lanun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentanaPembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Ungkunqan
Negara ^ReDubM^d^ Seba9a' UndanS-Undang(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;

nlh9’U dM 9 N°mOr 8 Tahun 1981 tentan9 Hukum Acara PidanaTamb^ Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

fLemharan10^09 17 Tahun 2003 tentan9 Keuangan NegaraTa^hb h I Ne?ara Republlk Indonesia Tahun 2003 Nomor 47Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak fLembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27. Tambahan Lembaran200?tenïnn p

k ^'d Nomor 4189^ Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2002 Nomo? 2^^ (LeKmbaran Ne9ara Republik Indonesia Tahun
4189) ’ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389 ); ।

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RcpubiiK Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4959);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45745);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737),

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

dan

BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERAWRAhI DAERAH TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAMDAN tJATUAN.

15.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata CaraPemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah danRetnbusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang DibayarBerdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Di Bayar Kembali Oleh WajibPajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

17.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat DaerahKabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah denqanPeraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2010.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4.

5.

Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRDadalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai UnsurPenyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
ad£"ah °inas Pertamban9an dan Energi Kabupaten Lampungoeiaian.



6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan EnergiKabupaten Lampung Selatan
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan

daerah sesuai dengan perundang-undangan yang beriaku.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepadadaerah yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidakmendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerahbagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakanPajak Daerah.
10.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dankewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

11.Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangkawaktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga)bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung,
menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

12.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatanPengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber alamdi dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
13.Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Mineral Bukan Logam danBatuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangandi bidang mineral dan batubara.
U Eksploitasi Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah PengambilanMineral Bukan Logam dan Batuan dari sumber alam di dalam dan/ataupermukaan bumi untuk dimanfaatkan.
15.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD,surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungari

dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak,dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan daerah.
16.Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalahbukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan'dengan

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke KasDaerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh Bupati.
17.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalahSurat Ketetapan yang menentukan besamya jumlah Paiak vanoterutang. 7 a

18' c^D^Dtetapan Pajak Daerah Kuran9 Bayar yang selanjutnya disingkatSKPDKB adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan besarnyajumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaranpokok pajak, besamya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harusdibayar.



19.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan

20.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak
yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

21.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN
adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terutang
sama besamya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit pajak.

22.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa
bunga dan/atau denda.

23.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan
dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat
Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat
Keputusan Keberatan.

24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh
pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

25.Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan Pajak atas banding
terhadap Surat Keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak

26.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi
harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga
perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan
menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk
periode Tahun Pajak tersebut.

27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.



28.Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang
terjadi serta menemukan tersangkanya.

29. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

(1) Dengan Nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak
atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

(2) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Kegiatan
pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:
a. asbes;
b. batu tulis;
c. batu setengah permata;
d. batu kapur;
e. batu apung;
f. batu permata;
g. bentonit;
h. dolomit;
i. feldspar;
j. garam batu (halite)-,
k. grafit;
I. granit/andesit;
m. gips;
n. kalsit;
0. kaolin;
P- leusit;
q. magnesit;
r. mika;
s. marmer;
t. nitrat;
u. opsidien;
V. oker;
w. pasirdan kerikil;
X. pasir kuarsa;
y- pertit;
z. phospat;



aa. talk;
bb. tanah serap (fullers earth);
cc. tanah diatome;
dd. tahah liat;
ee. tawas (alum);
ff. tras;
gg. yarosif;
hh. zeolit;
ii. basal;
jj. trakkit;
kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
(3) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-

nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan
pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan
tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman
pipa air/gas;

b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang
merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak
dimanfaatkan secara komersial; dan

c. pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk kepentingan
Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi
atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atauBadan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah NilaiJual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan

mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atauharga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
(3) Nilai pasar sebagaimana din'iaksud pada ayat (2) adalah harga rata-ratayang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.



Pasal 5

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20% (duapuluh) persen. '
Pasal 6

Besaran p°k°k Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutangdihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalamHasa 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Wilayah Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalahDaerah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB V
MASA PAJAK

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) bulan kalender.

BAB VI
PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

Pasal 9

(1) Untuk mendapatkan data wajib pajak, dilaksanakan pendataan danpendaftaran terhadap wajib pajak yang berdomisili di wilayah daerahKabupaten Lampung Selatan.
(2)

(3)

Sm? pendataan dan Pendaftaran sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatas diawali dengan pengisian formulir pendaftaran dansecara benar dan Jelas, selanjutnya dicatat dalamdaftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut.
Bentuk dan tata cara pengisian formulir pendataan dandiatur dengan Peraturan Bupati.

pendaftaran

Pasal 10

(1) Setiap 3 (tiga) bulan sekali wajib pajak yang telah memiliki nomor urutwajib mengisi formulir pendataan dengan lengkap dan benar sertaditandatangam oleh wajib pajak atau kuasanya.



(2) Seluruh data yang diperoleh dari data isian sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dihimpun dan dicatat dalam daftar wajib pajak dan kartudata, yang merupakan hasil akhir yang akan dijadikan sebagai dasarperhitungan dan penetapan pajak terutang.
(3) Bentuk dan tata cara pengisian formulir pendataan dan pendaftaran

diatur dengan Peraturan Bupati.
I

BAB VII
PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 11
(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
(2) Setiap Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan wajib membayar

sendiri pajak yang terutang.
(3) Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghitungmemperhitungkan, dan menetapkan sendiri pajak yang terutang dengan

menggunakan SPTPD.
(4) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendirisebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar dengan menggunakanSPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Pasal 12

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya paiak
Bupati dapat menerbitkan : ’
a. SKPDKB dalam hal :
l.jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajakyang terutang tidak atau kurang dibayar;
2.jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalamjangka waktu 15 (lima belas) hari dan setelah ditegur secaratertuhs tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukandalam surat teguran;
3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutangdihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semulabelum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah paiakyang terutang.
c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya denganjumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kreditpajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksiadministrate berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitungdari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktupaling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya



(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBTsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksiadministrate berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) darijumlah kekurangan pajak tersebut
(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jikawajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakanpemenksaan.

I

(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupakena<kan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajakditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen)sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untukjangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejaksaat terutangnya pajak. 1

Pasal 13

(1) Tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 diatur dengan Peraturanbupati.

(2) mengenai tata cara pengisian dan penyampaian?riPDkSK^DKBi dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal11 dan Pasal 12 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 14

(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagaiakibat salah tuhs dan/atau salah hitung; dan

° denda^^ dlkenakan sanksi administratif berapa bunga dan/atau

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana
admlnSmnh3 hUrUIa dan hunif b ditambah dengan sanksi
nairnnTnml ^/|UPa 2% (dUa persen) Set,ap bulanpaling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 15

(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoranteratln^ Palin9 ‘ama 30 (t'9a PU'Uh) han kerja sete,ah saat



(2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, SuratKeputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkanjumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasarpenagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
(3) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yangditunjuk oleh Bupati.

(

a

(4) Wajib pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutanqdengan menggunakan SSPD ke Kas Daerah melalui tempatpembayaran yang ditunjuk oleh Bupati
(5) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran pajak

diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
(2) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi peryaratanyang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajakuntuk mengangsur atau menunda pajak terutang pada kurun waktutertentu.
(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakanbunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belumatau kurang dibayar.
(4) Penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakanbunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belumatau kurang dibayar.
(5) Persyaratan untuk mengangsur atau menunda pembayaran serta tatacara pembayaran angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

(1) STPD merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi 1 (satu)bulan sejak tanggal diterbitkan.
(2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaiawal tmdakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) harisejak saat jatuh tempo pembayaran.
(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atausurat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harusmelunasi pajak yang terutang.
(4) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati ataupejabat yang ditunjuk.



(5) Tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian STPD dan Surat
Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diatur
dengan Peraturan Bupati.

BABX
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 18

(1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau
pejabat yang ditunjuk atas suatu:
a. SKPD;
b. SKPDKB;
c. SKPDKBT;
d. SKPDLB;
e. SKPDN; dan
f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengandisertai alasan-alasan yang jelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika wajib pajak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karenakeadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling
sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagaiSurat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati ataupejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melaluisurat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 19

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejaktanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan ataskeberatan yang diajukan.
(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnyaatau sebagian, menolak, atau menambah besamya pajak yang

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewatdan Bupiti tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan
tersebut dianggap dikabulkan.



Pasal 20

(2)

(3)

Pasal 21

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkansebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikandengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulanuntuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukansecara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelasdalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampirisalman dari surat keputusan keberatan tersebut.
Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayarpajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan PutusanBanding.

BAB XI
PEMBATALAN« PENGURANGAN ketetapan, danPENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIE

Pasal 22
(1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Bupati dapatmembetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLByang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahanhitung dan/atau kekehruan penerapan ketentuan tertentu dalamperaturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejakbulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
(3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagianwajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50%(hma puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatandikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukankeberatan.
(4) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding sanksiadministratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh 'persen)sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian wajibpajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratuspersen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangidengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan

Keoeratan

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepadaPengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yanqdiatur dengan Peraturan Bupati.



(2) Bupati dapat melakukan hal-hal sebagai berikut
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupabunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturanperundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebutdikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karenakesalahannya;
b. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB,

SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
SKPDKBT atau STPD,

c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yanqdilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yanaditentukan; dan a

e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangankemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu obiek

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan ataupenghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalanketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur denaanPeraturan Bupati.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukanpermohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepadaDUpatl.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejakditenmanya permohonan pengembalian kelebihan pajak sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
(3) Apabila jangka waktu yang dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupatiatau pejabat tidak membenkan keputusan, permohonan kelebihanpembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkanpaling lama 1 (satu ) bulan.
(4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihanpembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsunqdiperhitungkan untuk melunasi terfebih dahulu hutang pajak dimaksud.
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktupaling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannnya SKPDLB denqanmenerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak (SPMKP).
(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelahlewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB Bupati ataupejabat membenkan imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atasKeterlambatan pembayaran kelebihan pajak



(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusisebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajaklainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), pembayarannyadilakukan dengan cara pemindah-bukuan dan bukti pemindah-bukuan jugasebagai bukti pembayaran.

BAB XIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

Pasal 26

(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untukmelakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Piutang Pajak yang sudahkedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diaturlebih lanjut dengan Peraturan Bupati. •

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelahmelampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak,kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidanqperpajakan daerah.
(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tertangguh apabila : ' ’

a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau ;
b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupuntidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejaktanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya rnenyatakanmasih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepadaPemenntah Daerah.
(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuranatau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib

i ajak.



1

BAB XIV
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 27

(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikitRp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pertahun wajibmenyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
(2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata carapembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhanpemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakanperaturan perundang-undangan perpajakan daerah.
(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan . buku atau catatandokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yanqberhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruanganyang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaranpemeriksaan; dan/atau
c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan iebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diaturdengan Peraturan Bupati.

BAB XV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 29

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dapatdiben msentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pembenan msentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkanmelalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud

Pera,ura" 8upati



BAB XVI
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 31

(1) Pejabat Pegawai Negen Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerahdibenkan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukanpenyidikan tmdak pidana di bidang Perpajakan daerah sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 30

(l)Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segalasesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajakdalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuanperaturan perundang-undangan perpajakan daerah.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadaptenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalampelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakandaerah.
(3) Dikecualikan dart ketentuan sebagaimana dimaksud pada avat danayat (2) adalah: y 'a. Pejabat atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahlidalam sidang pengadilan;

b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untukmembenkan keterangan kepada pejabat lembaga negara atauinstansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalambidang keuangan daerah.
(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izan tertuliskepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahlisebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar membenkan keteranganmemperlihatkan bukti tertulis dan atau tentang Wajib Pajak kepada pihakyang ditunjuk.
(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam pericara pidanaa au perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum AcaraP.dana dan Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberi izantertulis lepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dantenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk membenkanpadan'ya1^'1^3^30 bUkt' tertul'S dan keteran9an Wajib Pajak yang ada

(6) Permintaan hakim sebgaimana dimaksud pada ayat (5) harusmenyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yangdimmta serta kaitan anatara perkara pidana atau perdata yanqbersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XVII
PENYIDIKAN



(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat PegawaiNegen Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat olehpejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a.' menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan ataulaporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakanDaerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap danjelas;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orangpnbadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukansehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badansehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengantindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buktipembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukanpenyitaan terhadap ba’han bukti tersebut; *

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugaspenyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkanruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsungdan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yanqdibawa; 1

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidanaperpajakan Daerah; H

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksasebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikantindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukandimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepadaPenuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara RepublikIndonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-UndangHukum Acara Pidana. a y



BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32
(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD ataumengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkanketerangan yang tidak benar seiiingga merugikan keuangan daerahdapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun ataupidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yangtidak atau kurang dibayar.
(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD ataumengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkanketerangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerahdapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun ataupidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang atauKurang bayar.

Pasal 33

Jndak pidana dibidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui
Masa pSnil 'h 3) JthUn Saat terutan9nya PaJak atau berakhirnyapfiS aja\taU berakhimya Bag.an Tahun Pajak atau berakhirnya TahunPajak yang bersangkutan.

Pasal 34

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karenakealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagimanaSS I,am ayat (1) dan ayat (2) dipidana den9an Pidana
p XSama 1 (satu) tahun dan pidana denda Paling banyakRp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang denganmTn aJK ™®menuhl kewajibannya atau seseorang yangT® ’J®0?*!3." d|Penuhlnya kewajiban pejabat sebagaimanadimaksud da am Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana
p Enn3 09 ama 2 (dua) tahun dan P'dana denda paling banyakRp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

y

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
kAmkfcn 3yat £ hanya dilakukan atas pengaduan orang yangkerakasiaannya dilanggar. y x y

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada aya (1) dan avat (2)
sesua| dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadiSpengaduan “ndak

Pasal 35

ava^?^93'?303 dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 34 ayat (1) danayat (2) merupakan penenmaan negara. ' '



BABXIX KETENTUANPERALIHAN
Pasal36 PadasaatPeraturanDaerahinimulaiberiaku,Pajakyangmasihteruta.

berdasarkanPeraturanDaerahyanglain,sepanjangtidakdiaturdata

PeraturanDaerahyangbersangkutanmasihdapatditagihselémajangF

waktu5(lima)tahunterhitungsejaksaatterutang.
BABXXKETENTUANPENUTUP
Pasal37 Ketentuanlebihlanjutmengenaiteknispelaksanaannya,akandiaturPeraturan

Bupati.

Pasal38 PeraturanDaerahinimulaiberiakupadatanggaldiundangkan.
Agarsetiaporangdapatmengetahuinya,memerintahkanpengundangan

PeraturanDaerahinidenganpenempatannyadalarhLembaranDaerah
KabupatenLampungSelatan.

DiundangkandiKalianda padatanggal8Agustus2011 SEKRETARISDAERAHKABUPATENZAMPUNGSELATAN,

SUTONO LEMBARANDAERAHKABUPATENLAMPUNGSELATANTAHUN2011NOMOR12
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